




4.

5.

6.

7.

Atas Undang-Urrdang Nomor l2 Tahurr lgBS tentang lrajaliBumi dan Bangunan 
;

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang BeaPerolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 
;

Undang-Undang Nomor 2g Tahun lggT ientangPenyeienggaraan Negara yang Bersih da, Bebas dariKorupsi, Kolosi dan Nipotisme ;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang KeuanganNegara ;

1 Tahun 2OO4 tentaxg

15 Tahun 2OO4 tentang
dan 'l'anggung jawab Keuaagan

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SistemPerencanaan pembangunan lVasionat;

9. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2OO4 TentangPerimbangan Keuangan an tara pemerintah pusat danPemerintahan Daerah 
;

10. Undang - Undang Tahun 2OOZ tentang RencanaPembangunan Jangka panjang ru*i"""r Tahun 2oo5 _2025;

11. Undang-Undang Nomor 2g Tahun 2OO9 rentang pajak
Daerah dan Retribusi Daerah ;

i2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2lll tentangPembentukan peraturan perundang-Undangan 
;

13' Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2074 tentangPemerintahan Daerah sebagaimana i"i.t u"U"."pa kalidiubah terakhir dengan UndLg-Undarrg 
-tvo_o. 

9 Tahun2015 tentang perubahan keJua atas- Unciang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah ;

14. Peraturan pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang
Pajak Daerah ;

15. Peraturan pemerintah Nomor 66 Tahun 200 1 tentang
Retribusi Daerah ;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 rentang
Kedudukan Protokoler dan I(euangan Pinrpinan dan
Anggota Dervan perrvol<ilan Ralt.yat Daer.alr sebagaimarra
telah beberapa l<ali cliubah ternl(hil. clengarr peraturar:

Undang-Undang Nomor
Perbendaharaan Negara ;

Undang-Undang Nomor
Pemeriksaan pengelolaan
Negara;



pemerintah Nomor 2lTahun 2OO7Ketiga atas . p€ratr 
r ra r- ;::'^:l' . '."" 1 tetl tang Peru bahan

tentang K"dr;l",t""1 
Pemerintah No

dan An ggota olLu*- "o 
to-;;;;; "iLt;:"|,;ff::;

ewan penvakilan 
Rakyat oaerah . -^--rr1.qrr

17. peraturan pen
pengerolaan "':Ll:"n Nomor 23 Tahun 200s tentang

::b"e--.". "ffi'T:il, ."XX:l p", 
L.y-- u,,;;

X."#ff llT#--zo1^r1.",""r';;;;I""'PPemerintalr
Keuangan 

""o"lof 
" r"h;; ;il"il'il,iT":::Tffi

n Layanan Umum ;

18. peraturan pem(
sta,,e",o aru#:#i*-X:I: 24 rahun 2005 tenhng

19. peraturan peme
Dana pedmbar#t"n Nomor 55 Tahun 2005 tentang

20. peraturan pemer
Sistem rnformasi lill j::t 56 Tahun 2005 tentangneuangan Daerah ;

21. peraturan pemerj
p..,g.ror"",.,^i;1?:lir}:fr1 s8 rahun 2oos tentang

22. peraturan pemerir
p.a"r"'p."yrJ,1lt^1n,*o1o' 65 rahun
Minimat, n* a* P'nu'iP#;;;#t:",:;Hlt

23. peraturan pemerin
pembinaan 

. -..,=rrrrtah Nomor 79 Tahun
pemerintahan o"*;, ;;;;;"'"r' 

tn'l"ffirTltff

24.Peraturan pemenntah Nomor g Tahunpetaporan 
Keu an gan aan ri'ela ; #:]?J:l,lr,^lf 1,"",

25. 
flraturan pemerintah 

Nomor

Ill^sj."h"1, pengundangan
reraturan perundang_ 

Unaa r-rgan

1 
,Talrun 2OO? tenta,ng

, 
O* penyebarluasan

" ::ffi[il., t"#:::"'"n Nomor 38 rahun 2007 tenta,rg
peme.iltanr;;1":.#:11":*.,0.,f 

.11.*,1"T.;:xI(abupaten / Kota ;

27. Peraturan pemerinta_h Nomor 69,lahun 20iO tentang TataCara pemberian clan pemanfaa.tan i;";;,, pemungutanl)ajak l)aoah tJan llctriIusi Dacral.r;

28. Peraturan pemerirrtah Nomor ?.1 Tahun 20l0 terrtarrgSttrnrlrrr. Alirt rr trr nsi l)t,rrrt:r.irr tnlr ;



29.

30.

31.

32.

33.

Peraturan Pemerintah Nomor
Pinjaman Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 2
Daerah;

30 Tahun 2011 tentang

'Iahun 2012 tentang Hibah

Peraturan Pemerintah Nomor 1g Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah ;

Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang pedoman
Pengadaan Barang / Jasa pemerintah 

;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daera-h
sebagaimana .telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 1 Tahun 20 1 1
tentang Perubahan Kedua Atas peraturan Menteri Da_lam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentarrg pengelolaan
Keuangan Daerah ;

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis pengeloiaan Keuahgan Badan
Layanan Umum Daerah ;

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tah r-r r-r 201 1
tentang perubahan Kedua Atas peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahur.r 20 16
tentang Perubahan I(edua Atas peraturan Menten Dalarn
Negeri Nomor 32 Tahun 201 1 tentang pedoman pembr:rian
Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah ;

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 201.6
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran penclapatan dan
Belanja Daerah Tahun Arrggaran 2Ol7;

38. Peraturan Daerah Kabupaten Rernbang Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah ;

39. Peraturan Daerah Ikbupaten Rembang Nomor 5 l'ahun
2016 ten.tang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Dacrah
Kabupaten Rembang;

40. Peraturatr Dervan Penvakilarr Rals,at Daeratr liabrrpaten
ll<'tttltrtng Notuor i 'lirlrtrrr 2() l(r lcntllnl,l l'\'r'rrlrnltrtrt l(t'<lttn



Memperhatikan

atas Peraturan Dew
Kab upaten o.io-u-,i]], 

".t;Tll'il' r. ff 'y"lt "#;:t;Tertib Dewan perwakilan Rakyat O"".^f.,.t KabupatenRembang.

: 1. Laporan Badan Anggaran Dewan perwakilan Raicyat
?^:Tt, Kabupaten Rembang ,*eg^l i; November2016.

2, Pendapat Fraksi-fraksi Dewan perwakilan Rakyat
f-aerah Kabupaten Rembang ,""gg"i ;- November2016

3. Rapat paripurna Dewan perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Rembang tanggal Zg NovemUer iOtO

Menetapkan

PERTAMA

KEDUA :

KETIOA :

MEMUTUSNAN 
2

: Menyetujui Rancansan peraturan Daerah Kabupaten
fuSo*u tentang anrtaran pendapatan aii eerar,:a DaerahXabupaten Rembang Tahun *rg*""-' ,O17 besertaperubahan'perubahannya sebagaimiia te.sebut dalam
SOoy Badan Anggaran untuk ditetapt", ..ni"ai peraturan
Daerah.

Menyerahkan proses 
. 
selanjutnya sebagaimana dil(tumPERTAMA Keputusan ini kepada erp",iR.;b;;r.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan cli Rembarrg
pada tanggal 29 November 20l6

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
IqBUPATEN REMBANG

T lt'", /



atas Peraturan Dewaa Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata

Tertib Dewan Perlzakiian Rakyat Daerah Kabupaten

Rembang.

Memperhatikan : 1. Iaporatr Badan Anggaran Dewan Perwakilan Ralqyat

Daerah Kabupaten Rembang tanggal 29 November
20t6.

2. Pendapat Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rai<yat

Daerah Kabupaten Rembang tanggal 29 November

2016
3. Rapat Paripuma Dewan Perwalilan Rakyat Daerah

Kabupaten Rembang tanggal 29 November 2016

MEMUTUSKAN I

Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah l(abupaten
Rembang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Rembang Tahun AnSSaran 2Ol7 beserca
perubahan-peru.bahannya sebagaimana tersebut dalam
laporan Badan Anggaran untuk ditetapkan menjadi Peraturait
Daerah.

Menyerahkan proses selanjutnya sebagaimana diktum
PERTAMA Keputuoan ini kepada Bupati Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 29 November 2016

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAEMH
I{ABUPATEN REMBANG

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

I(etua,



PROV]N9I i'AWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWNN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR2ATAHUN 2016

TENTANG

PROGMM-PEMBENTUKAN PEMTURAN DAEMH
KABUP,{TEN REMBANG TA}JUN 2017

'*o* *r#;fflm*HAERAH

Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan p":^{-9 ayat (l)dan ayat ( 2)beserta 11y 19 ayat ait;y; tzta"n-,"vai-,(il.#",r.",,Menteri pd* u"goi Niriioi I Tahun 2014 Sebasaimanadiubah dengan perlruran ltu"t"ri oJ-"rri N"i"i."rui?,.. ,oTahun !0!g tentqns pe-U;n;uken prpduk Hukum Daerahmenyebu ken ffi*... p""e.a; -p"_il1;#'-.i"i,r."r,
Daerah 

., 
disusun 

- dalam .lTangta *"r.* -.I"",rt".i"r,r.,berdasarkan .!I" prioriLs' pembentukan. 
-il*."rrg"r,

peraturan Daerah yarig dilJsariar.an 
"euer"-';;;;;p^"Rancangan peraturan Daera} tentang Anggarqn pgldapatan

dan Belanja Daerah Kabupaten n.,iu*E-iig.jiiIilpr.",
3::ry1 Keputusan Dewan^ perwakilan d""..ri i.trp.,",Kemoang;

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, diperlukanpersetujuan Dewan perwakital Rat<yat Daerah i"'bup^t..,lembang IalS dituangkan dalam Keputusan D.*.r,
Perwakilan Rakyat Daeratr Kabupaten Rembang.

Mengingat : 1. undang-undang Nomor 12 Tahun 2or1 tentang pembentukan
Peraturan perundang-undangan 

;

2. Undang-Undaag Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah;



2005 tentans
Penyelenggaraai

4. Peraturan pemerintah Nomor
Pedoman penyusunan peraturan
Lraerall tentang Tata Tertib Dewan

16 Tahun 20lO tentang
Dewan perwakilan Rakvat
Perwakilan Rakyat Daerah;

5. Peraturan presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang pengesahan,

8ftffif,'* dan eenvebariu;;;.;rran perundang-

6. Peraturan Menteri Da-lam Negeri Nomor g0 Tahun 2015tentang pembentukan produk H""t"- 6.Jor, ;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016te.ntang Orsardsasi 
_ 
din f"t fe.:?""Erangkat DaerahKabupaten Rembang;

8. Peraturan Dewan perwal<ilan Rakyat Daerah Kabupaten RembangNomor 1 Tahun 2016,tentang pL;o;l;;'k"ir" 
atas peraturanDewan penivakitan Rakyat D;gr?h- K"il;"t"i"ieooang Nomor 1Tahun 2014 tentano raia rerti-'ute*E;"t5ft*i'.n Rakvat DaerahKabupaten Rembani.

MEMUTUSKAN

:

Menyetujui penetaDan program pembentukan peraturan DaerahKabupaten Rembans Tah u; 20 1 7, il;;;;; terlampir.
Program Pembenfukan peraturan Daerah sebagaimana diktumPERTAMA Keputusan ini menjaai ;"d;; d;am penyusunanr(ancangan peraturan Daerah fub";;;;ltil;s Tahun 2017.
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .

3. Peraturan pemerintah
Pedoman p-embinaan
Pemerintahan Daerah .

Nomor 79 Tahun
dan Pengawasan

Menetapkan
PERTAMA :

KEDUA :

KETIGA :

Ditetapkan di
Pada tanggal

:Rembang
: 29 November 2016

AKILAN RAKYAT DAERAH
TEN REMBANG

If,AIIIIL NT.Z



PROGRAII PEUBETTUKAIC PERA

TENTANG IT4ATERI
POKOK

Perubahan
atas Perda
Nomor 5
Taiun 201O
tentang
Rekibusi
Tempat
Khusus,Parkir

PEI,AXSANAAN

Rancang4n
Peraturan
Daerah

Peruba}an
Kedua atas
Perda Nomor
16 ?ahun
201 I te ntang
Perubahan
Atas Perda
Kab.Rembang
Nomor 4
Tahun 2OlO
tentang
Retribusi
Pelayanan
Parkir di Tepi
Ja-lan UmuE

Perubahan
Tarif
Retribusi
Parkir Di
Tepi Jalan
Umnm

Tahun 2Ol8; Tarif Lama
sudah tidak
sesuai
dengart
tondisi
ekonomi
saat ini

Dinhubkom
info Kab.
Rembang

Tahun 201?

Rancangan
Peraturan
Daerah

Peruba}ran
Tarif
Retr:ibusu
Tempat
Khusus
Parkir

Tahun 2O18. Tarif lama
sudah tidak
sesuai
dengal
kondisi
ekonomi
saat ini

Dinhubkom
info Kab.
Rembang

Taiun 2O17

KBIERANGAN

Perubahan Tarif
dampa.knya terhad
peningkatan pAD

Perubahan?arif-
danpalnya terhad
Peningka12l p4p



Rancangan
Peraturan
Daerah

Pengelolaan
Tempat
Pemasangan
Reklame

Pengelolaan
psi.lh rns di
Kabupa.ten
Rem-bang

DPPKAD
DPU
Dinhubkom
info
Insp€lctorat
Satpol PP
KPPT

- l,okasi
- Rekl,ame
- Jenis Merlia
- Jenis Reklar
- Tarif
- Penertiban

Rancangan
Peraturan
Daerah

Ijin Usaba
Jasa
Konstruksi

Pedoman
Persyaiatan
pemberian
Ijin tlsaha
Jasa
Konstruksi
di
KabuJratcn
Rem.bang

V Tahun 2Ol8 V Bagian
Adm.Pemba
ngunan
DPU
KPPT

'Iahun 2017

Rancanqgn
Peraturan
Daerah

furubahan
Ketiga Atas
Peraturan
Daerah
Kabupaten
Rembang
Nomor 7
Tahun 201 I
tentang
Penyertaan
Modal Daerah
Pada Badan
Usaha Milik
Daerah
Kabupaten
Rembalg
PD,BPR BKK
lasem
PD.BKK

kruba}lan
nominal
tr cnyertaan
modal pada
PD.BPR
BKK l,asem

Tahun 2Ol7 BUMD se
kabupaten
Rembang

Perubahan nomfura
penyertaan modal
untuk PD.BPR BKk
Lasem mengacu pa
Perda PD,BPR BKK
Jawa Tengah yang
akan dilakukan
penrbahan di Tahu
2017



Xaliori dan PT.
Bank
Pembangunan
Daerah Jawa
Tengah

6. Rancangan
Peraturan
Daerah

Retribusi
Pelayanan
TeralTera
Ulang

Biaya
Retribusi
Pcralatan
UTTPwajib
Tera/Tera
Ulang

Tahun 2Ol7 Dinperindag
kop dan
UMI{M

7. Ilancarlgan
Pe raturan
Daerah

Pedoman
Penataan dan
Pemberdayaan
PXL

Pcngelolaan
dan
Pcmberda5a
a-n PKL

Talun 2017 Dinperindag
kop dan
UMKIII

8. Rancangan
Feraturan
Daerah

Perubahan
Kedua Atas
Perda
Kabupaten
Rembang
Nomor 4
Tahun 20O9
tentang
Pengelolaan
Tempat
Pelel,angan
Ikan

Perrbahan
Ketentuan
denda
keterlambat
an
pembayaran
klang

Tahun 2Ol7 Dinas
Iftlautan
dan
Peritanan

Tahun 2Ol7

9. R.{rncangan
Peraturan
Daera.l.

Peliayalan
Ibadah Haji

Tahun 2O17 Bagian
Kesra

Tahtrn 2Ol7



10. Rancangan
Peraturan
Daerah

Tanggung
Jawab Sosial
Perusahaaa Di
I(abupaten
Remtrang I

V
I Tahun -or7 V Inisiatif Tahun 2Or7

ll. Rancangan
Peraturan
Daera.L

Pengelolaan
aset - asct
hasil PNPM
Mandiri
Perdesaan

v rl,.trull zu l'/ Inisiatif Tahun 2OlZ

t2. Rancangan
Peraturarr
Daerah

Perlindungan
Petani dan
Nelayan Di
Kabupaten
Rembang

v raflun zulT Inisiatif Tahun 2olz

13. Rancangan
Peraturan
Daerah

I Rencala Induk
lneryembangan
Pariwisata
Daerah di
I(abupaten
Rernbang

v
I 
rahun zorz Inisiatif

lrahun 
2otz

Ditetapkan di: Rembanp
Pada tanggal : 29 Noveirb er 2A16

lo?D
o",--

AKIIAN RAKYATDAE.
ATEN REMBANG

irJ
!

',,)^\:_s"XJ
'..:\,]l_ir l,:,.



BERITA ACARA

",*iBl1l,iilf#ff ffi"mxa,;1gi,*
TENTANG

ffiffiH{ff 
*m,,,iffi gtf ffi rsffi r_"n"

i?ff ;#^'t"xrfi ifriii#io?;I1, j".T,i:;x,,i:::NovemberDuc

' i.T,xlJ.ilo,1T, ol;,.fl 
" "n1 ^i_,

'emenntah Daerah ,i;;r;;r:;
[[rii:H_H'-i1e'tTfi 

,*t_,,*:
selanjutnya disebut ."u"c"l--Jil;I:pertama.

: Ketua, Dewan perwakilan RakyatDaerah Kabupaten n".u"rg '|\q^r dL

t y+il Ketua Dewan perwakilanRakyat Daerah Kabupaten
Rembang.

t yl.il Ketua Dewan perwakilan
fakfat Daerah faUupaten
Rembang.

: Wakil Ketua Dewan perwakilan
KaKYat Daerah Kabupaten
Rembang.

1. H. ABDUL HAFIDZ

2. H. MAJID KAMIL MZ

3. H. GUNASIH, S. E.

4. M. BISRI CHOLIL LAQUF

5. SUMARSIH

B;:?n[:ll?":"T'*1#-untuk dan atas nama Dewan perwakilan Rakyat
u.nvu,"t^"-6t*r^er'tro8r1$' selanjutnva disebut sebagai ;iiiai"iiijotl.



1. PIHAK XEDUA telah membahas dan meny-etujui Rancangarr Anggaranpendapatan dan Belanl'a. ?ae; Inepiiiii Kabupaten Reilbanf rarrunAnggaran 2otz, vang1"Fr, ai.:'ri.; ;;'h.PIHAK pemerua,-dengan
t1ffi#ffi#tlflt*Xid"6"e"i-*" tertuanI p"a" 

""t^'u, y*g

2. PIHAN PERTAIIA dapat menerima dengan baik penyesuaian danperubahan Rancangnn 
-a"ggrr""- 

e.r.,Jip",- dan Belanja Daerah(RA'BD) Kabupaten- nemtfig-iahu-;'"1.,gg"r", 2or7 sebagaimanatertuang pada catatan yang terl;mpir aaiai gerita Acara ini.
3. Selanjutnya pIIIAK .ERTAI'TA akan menyelesaikan perubahan dan. koreksi atas Rancangan 

_ 
ang*ar;--i".ra"p",., dan Belanja Daerah(RA'BD) Kabupaten nemua"fiiu" "aid"rur, ,oli ;ilf o-..,*^r.,penyesuaian o* .ftl*d .;b;;"i_L. ."*r"r,g pada catatanterlampir Berita Acara ini setamuar-uilI.iy^ s (tiga) hari kerja setelahtanggal ditandatangari Berita a""o l"i---**

4. PIHAK PERTAIUA akan menyampaikan kepada Gubernur prorrinsi JawaIil:t,llis,*?ffi ffi;"fi L11".,Ii'il#;.',;"'iiiil.irn*
Demikian persetuiuan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihakdalam rangkap z Idua t u"tr[ alp]ia*ipLffir"n sebagaimana ;;;ily".

Rembang, 29 November 2016

DAERAH

lI. cuNAsIH,S. E.
WAKIL

M. BISRI LAQUT'
WAIOL A

KETUA

WAKIL KTTUA



BUPATI REMBANG

SAMBUTAN BUPATI REMBANG
PADA ACARA PENDAPAT AKHIR BUPATI ATAS

HASIL PEMBAHASAN RAPERDA
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN REMBANG

TAHUN ANGGARAN 2017
Tanggat, 29 November 20.16

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Ykh.
Ykh.

Ykh.
Ykh.

Ykh.

Ketua DPRD Kabupaten Rembang ;

Para Ketua Komisi dan Anggota DpRD
Kabupaten Rembang ;

Rekan-Rekan Forkopimda Rembang ;
Para Asisten Sekda dan Kepala SkpO se
Kab. Rembang 

;

Para Camat dan Hadirin sekalian yang
berbahagia.



2
Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah

terlebih dahulu kita memanjatkan puji syukur
Alhamdulillah kehadirat Ailah SWT, Tuhan yang
Maha Kuasa, atas segala limpahan Rahmat dan
Ridho-Nya, kita dapat menghadiri Rapat paripurna

terakhir DPRD, dalam rangka ,,pembahasan

Raperda tentang Anggaran pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun
Anggaran 2017' dalam keadaan sehat wala,fiat.

Hadirin Sidang Dewan yang Saya hormati,
Pada kesempatan yang baik ini ijinkantah saya

menyampaikan ucapan terima kasih kepada
pimpinan dan segenap anggota dewan yang
terhormat atas ketepatan waktu dalam penyusunan
MPBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran
2017.

Tujuan utama Rancangan ApBD Kabupaten
Rembang Tahun Anggaran 2O1Z adalah
Memperkuat Sinergitas Pembangunan lnfrastruktur
dan Konektifitas antar Wilayah untuk
Pengembangan Potensi Wilayah, serta pemenuhan
Layanan Pendidikan dan Kesehatan guna

Penvujudan Pemerintahan yang Amanah.



Secara berkelanjutan RAPBD ini ,.rrr'
meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas,
efektif, akuntabel, transparan dan partisipatif guna
mewujudkan pemerintahan yang cepat tanggap,
transparan, partisipatif dan berkeadilan.

Hadirin Sidang Dewan yang Saya hormati,
Adapun ringkasan RAPBD Kabupaten

Rembang Tahun Anggaran 2O1Z sebagai berikut :

Pendapatan Daerah sebesar Rp.
1.554.462.883.456,- (Satu trityun tima ratus tima
puluh empat milyar empat ratus enam puluh dua juta
delapan ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus
lima puluh enam rupiah). Belanja Daerah sebesar
Rp.1.738.067.268.368,- (Satu trilyun tujuh ratus tiga
puluh delapan milyar enam puluh tujuh juta dua
ratus enam puluh detapan ribu tiga ratus enam
puluh detapan rupiah) defisit sebesar Rp.
183.604.384.502,- (Seratus detapan putuh tiga
milyar enam ratus empat juta tiga ratus detapan
puluh empat ribu tima ratus dua rupiah) dan ditutup
dengan Pembiayaan sebesar
Rp.183.604.384.502,- (Seratus detapan putuh tiga
milyar enam ratus empat juta tiga ratus delapan
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puluh empat ribu lima ratus dua rupiah) sehingga
postur RAPBD Kabupaten Rembang Tahun
Anggaran 2017 balance.

Hadirin Sidang Dewan yang Saya hormati,
Rancangan Peraturan Daerah tentang ApBD

Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2012 yang
telah kita bahas bersama semoga mampu
memenuhi harapan dan cita-cita luhur yang telah
kita harapkan bersama.

Untuk itu, pada kesempatan yang berbahagia
ini kami atas nama Pemerintah Kabupaten
Rembang menyampaikan ucapan terima kasih
kepada Ketua beserta seluruh pimpinan dan
anggota DPRD Kabupaten Rembang atas segala
dukungan dan kerjasama yang baik selama ini.
Semoga amal ibadah saudara dan kita semua
mendapat imbalan pahala yang melimpah dari
Allah Subhanahu Wata'ala. Amin.

Demikian telah saya sampaikan pendapat
Akhir Rapat Rancangan Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2017. Dan

selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
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Semoga Tuhan yang Maha Esa senantiasa ' q

memberikan bimbingan dan kemudahan dalam
membangun Kabupaten Rembang yang lebih baik.
Sekian, terima kasih
Wassalam u, al al ku m Wr. Wb.

Bupati Rembang

f''X. ABOUL HlrtOZ

Hadirin Sldang Dewan yang Saya hormati,


